ABSTRAK

Armanto Cristovel Gembu. 2019, Tinjauan Yuridis Tentang Sanksi Pelanggaran
Hukum Adat Perkawinan Menurut Hukum Adat Ada Tampo Pekurehua-Tawaelia
Di Kecamatan Lore Utara, Lore Timur, Dan Lore Peore. D1 bimbing oleh Suzanna
L.umene dan Darmi §.. Penvami.
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Tujuan dari pada Penclitian ni adalah Untuk mengetahui pengaturan sanksi
atas pelanggaran hukum adat perkawinan Ade Tumpo Pekurefma-Tawacelia. |
Metode penehtian vang digunakan datam peneliian 1t adalah metode penelitian yuridis
normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statuia approach) yakni menelaah
norma . peraturan  perundangan-undangan, dan pendekatan  konseptual  yakni
pandangan-pandangan atau doktrin para ahli hukum. Unfuk mendukune penelitian
ini, juga dilakukan pendekatan obscrvasi dan wawancara dengan beberapa pemangku
adat suku Napu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan sanksi atas pelanggaran
hukum adat perkawinan di Kecamatan l.ore Utara, Lore Timur, dan Lore Peore
disebut Ada Tampo Pekurehua-Tawaelia vang berbentuk tertulis yang ditetapkan
datam Ketetapan Musyawarah Adat {Gombo Ada) Ada Tampo Pekurehua-Tawaelia
Nomor 3 Tahun 2012, Jenis-jenis pelangparan hukum adat perkawinan disebut
dengan mombekanawoi, mombepaturui. molingkai  pepamboii, mampolubi embe
pepamboli. pebualosi, mepanana, mosilambua, peliungi, metie, dan sula taive.
Sanksinya adalah berupa denda yang terendah 1 (satu) ekor babi yang dapat dinilai
dengan uang Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus 1ibu rupiah) dan tertinggi | (satu)
¢kor kerbau yang dapat dinilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Kendala vang
dibadapt dalam menerapkan sankst terscbut antara lain. Lembaga Adat pada tingkat
desa dan Majelis Hondo Ada pada tingkat kecamatan tidak memiliki kewenangan
yang dapat memaksakan berlakunya sanksi atas pelanggaran itu apabila pelaku tidak
melaksanakan sanksi yang dijatuhkan it Kendala lain adalah sanksi berupa denda itu
tidak disertai hukuman pengganti berupa hukuman badan apabila pelakn tidak
membavar denda.
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